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A. Latar Belakang

Merek atau Merek dagang adalah nama 
atau simbol yang diasosiasikan dengan 
produk/jasa dan menimbulkan arƟ  
psikologis/asosiasi.1  Melalui pengerƟ an 
tersebut dapat dijabarkan bahwa merek 
adalah simbol yang Ɵ dak terpisahkan 
dari produk/jasa yang disematkan pada 
produk/jasa yang bersangkutan. Asumsi 
publik terkorelasi secara langsung keƟ ka 
sebuah merek disebutkan atau dilihat, 
apakah merek tersebut terkenal bagus, 
buruk, mahal, murah dan sebagainya. 
Dengan kata lain, merek seperƟ  nama 
yang dipakai dalam suatu ciptaan. Tanpa 
merek, tentu sulit untuk mengenal 
apalagi mengingat sebuah produk/jasa.

Beberapa pengerƟ an Merek ;

¾ Konvensi Paris

Konvensi ini Ɵ dak membuat defi nisi 
Merek, tetapi menggariskan prinsip 
dasar, yaitu syarat pendaŌ aran merek 
ditentukan oleh peraturan masing-
masing negara anggota, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 6 (1). Konvensi ini 
menegaskan independensi perlindungan 
Merek, yakni pendaŌ aran merek oleh 
pihak dari negara anggota di negara 
anggota lainnya Ɵ dak boleh ditolak, 
dengan alasan pendaŌ arannya di negara 
asal Ɵ dak berlaku di negara yang dituju, 
sesuai Pasal 6 (2).

¾ Persetujuan TRIPs

Pasal 15 (1) persetujuan ini menyebutkan 
objek perlindungan merek, yakni: 
“Any sign or any combina  on of signs, 
capable of dis  nguishing the goods or 
services of one undertaking from those 
of other undertakings, shall be capable 
of cons  tu  ng a trademark. Such signs, 
in par  cular words including personal 
names, le  ers, numerals, fi gura  ve 
elements and combina  ons of colours 
as well as any combina  on of such 
signs, shall be eligible for registra  on as 
trademarks.”

Negara anggota dapat melakukan 
pendaŌ aran berdasarkan penggunaan, 
tapi penggunaan ini Ɵ dak boleh menjadi 
syarat pendaŌ aran. Penggunaan 
sebelum masa berlaku habis (Ɵ ga 
tahun) juga Ɵ dak bisa menjadi alasan 
penolakan pendaŌ aran, sebagaimana 
diatur Pasal 15 (3). Negara anggota 
melakukan publikasi sebelum atau 
sesudah pendaŌ aran, dan memberikan 
1  hƩ p://id.wikipedia.org/wiki/Merek
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kesempatan untuk diajukannya gugatan 
pembatalan atau keberatan, sesuai 
Pasal 15 (5). Pemilik merek terdaŌ ar 
mempunyai hak eksklusif untuk 
mencegah pihak keƟ ga menggunakan 
merek yang idenƟ k atau mirip 
dengan merek terdaŌ ar miliknya, 
sebagaimana ditentukan Pasal 16 (1). 
Bila penggunaan dipersyaratkan dalam 
rangka pemeliharaan pendaŌ aran, maka 
pembatalan pendaŌ aran hanya bisa 
dilakukan setelah Ɵ ga tahun berturut-
turut Ɵ dak digunakannya merek 
tersebut, sesuai Pasal 19.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001, pengerƟ an merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, 
kata, huruf, angka, susunan nama atau 
kombinasi dari unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan 
dalam perdagangan barang atau jasa.

Prinsip Proteksi Hukum Merek

• Prinsip Registrasi.

Perlindungan hukum atas merek 
dilakukan dengan pendaŌ aran di seƟ ap 
negara.

• Prinsip Pemeriksaan SubstanƟ f.

Diperoleh atau Ɵ daknya perlindungan 
hukum atas merek tertentu hanya 
dapat dipasƟ kan dalam pemeriksaan 
substanƟ f oleh negara.

• Prinsip PendaŌ ar Pertama.

Hanya pihak yang pertama kali 
mendaŌ ar (fi rs  o-fi le rule) yang 
mendapatkan perlindungan hukum 
atas merek tertentu, bukan pihak yang 
pertama kali memakai (fi rst-to-use rule).

TIPE PROTEKSI HUKUM MEREK

• PrevenƟ f (Pra-Registrasi)

Merek dilindungi hukum oleh Kantor 
Merek, dengan cara penolakan 
permohonan pendaŌ aran suatu merek, 
berdasarkan alasan yang bersifat mutlak 
(yang sulit diperdebatkan) atau alasan 
yang bersifat relaƟ f (yang mungkin 
dapat diperdebatkan).

• Represif (Pasca-Registrasi)

Perlindungan Hak atas Kekayaan 
Intelektual dalam hal ini Merek, negara 
Indonesia mengeluarkan Undang – 
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
persetujuan pembentukan organisasi 
perdagangan dunia yang mana dalam 
undang – undang tersebut tertuang 
ketentuan TRIPs  (Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Right, Inculding 
Trade in Counterfeit Good) / Aspek-
aspek dagang yang terkait dengan Hak 
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Perdagangan adalah suatu kegiatan yang telah 
dilakukan sejak jaman dahulu, yaitu disaat 
manusia menyadari bahwa kebutuhan 
hidupnya Ɵ dak bisa dipenuhi oleh dirinya 
sendiri. Proses pemenuhan kebutuhan 
tersebut dimulai dengan melakukan 
pertukaran atau yang dikenal dengan 
barter. Setelah mata uang sebagai 
alat pertukaran berhasil diciptakan 
oleh manusia, maka proses tukar 
menukar tersebut telah berubah 
menjadi jual beli yang berkembang 
hingga saat ini. Perdagangan yang 
telah dilakukan sejak dulu tersebut 
membawa perubahan pada 
kehidupan manusia. Sumber-
sumber daya alam diolah, 
mesin-mesin diciptakan, 
barang-barang dibuat, 
diperjualbelikan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia, 
dan proses ini berujung pada 
meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Proses ini tentu tak bisa 
lepas dari hasil berfi kir dan kreaƟ vitas 
manusia. Manusia terus berupaya 
untuk menghasilkan sesuatu yang 
bernilai ekonomi dan menghasilkan uang.
Terhadap hasil tersebut maka Ɵ mbul hak yang 
diberikan kepada orang yang menghasilkan 
sesuatu tersebut.Salah satu hak yang diberikan 
atas hasil olah pikir dan kreaƟ vitas manusia yang 
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digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), 
yakni hak yang Ɵ mbul bagi hasil olah pikir yang 
menghasikan suatu produk atau proses yang berguna 
untuk manusia, atau yang pada inƟ nya HKI adalah hak 
untuk menikmaƟ  secara ekonomis hasil dari suatu 
kreaƟ vitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI 
adalah karya-karya yang Ɵ mbul atau lahir karena 
kemampuan intelektual manusia.1Secara garis besar 
HKI dibagi 2 (dua), yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan 
Industri (Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia 
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, dan Indikasi 
Geografi s).

Dari pembagian HKI secara garis besar tersebut dapat 
diarƟ kan bahwa sebagian besar hak yang diberikan 
atas hasil olah pikiran manusia tentu jika ide tersebut 

dapat dituangkan dalam bentuk nyata sehingga 
dapat digunakan dan dinikmaƟ  oleh manusia. Proses 
produksi tentu salah satu jalan untuk mewujudkan ide 
dalam bidang industri tersebut, dan proses produksi 
tentu Ɵ dak bisa dipisahkan dengan modal, karena 
memproduksi sesuatu tentu membutuhkan modal. 
Bagaimana memperoleh modal tersebut?Bagaimana 
cara HKI dapat dijadikan jaminan sehingga dapat 
memberikan manfaat Ɵ dak hanya memberikan hak 
kepada pencipta atau pemiliknya atas HKI itu sendiri, 

1 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Huum dan 
Hak Asasi Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Hal. 6.

namun HKI dapat digunakan untuk lebih mengembangkan 
dan mendorong pross penciptaan ide kreaƟ f di kemudian 
hari. Salah satu jalan untuk memperbesar modal adalah 
dengan melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan.
Pinjaman kepada pihak bank tak lepas dari sesuatu yang 
harus diberikan sebagai jaminan.Lalu, apakah HKI seperƟ  
telah diurai diatas dapat dijadikan jaminan atas pinjaman 
tersebut?

B. Permasalahan

Dari latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang 
ingin diangkat sebagai ruang lingkup dari tulisan singkat ini, 
yaitu:

1. Apakah Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan 
jaminan hutang?

2. Bagaimana sistem hukum nasional mengatur mengenai 
jaminan yang diberikan terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual tersebut? 

C. Pembahasan

Permasalahan ini bukanlah pertama kali dibicarakan, namun 
telah berkali-kali dikaji dikarenakan di beberapa negara telah 
dapat diterapkan yaitu menggunakan HKI sebagai jaminan 
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melalui Keputusan Presiden Nomor 18 
Tahun 1997 dan juga meraƟ fi kasi World 
Intellectual Property OrganizaƟ on 
Copyrights Treaty (“Perjanjian Hak Cipta 
WIPO”) melalui Keputusan Presiden 
Nomor 19 Tahun 1997. 

UUHC mengatur Hak Cipta sebagai 
hak eksklusif bagi Pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan 
atau memperbanyak Ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan Ɵ dak 
mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku (UUHC Pasal 1 
angka 1). Ruang lingkup perlindungan 
hak cipta mencakup seƟ ap karya 
Pencipta yang menunjukkan keasliannya 
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, 
atau sastra, antara lain: buku, program 
komputer, pamfl et, perwajahan (lay out) 
karya tulis yang diterbitkan, ceramah, 
kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat 
untuk kepenƟ ngan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan, lagu atau musik 
dengan atau tanpa teks, drama, drama 
musikal, tari, koreografi , pewayangan, 
pantomim, seni rupa dalam segala 
bentuk (seperƟ  seni lukis, gambar, 
seni ukir, seni kaligrafi , seni pahat, 
seni patung, kolase, dan seni terapan), 
arsitektur, peta, seni baƟ k (dan karya 
tradisional lainnya seperƟ  seni songket 
dan seni ikat), fotografi , sinematografi , 
dan Ɵ dak termasuk desain industri 
(yang dilindungi sebagai kekayaan 
intelektual tersendiri). Ciptaan hasil 
pengalihwujudan seperƟ  terjemahan, 
tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya 
buku yang berisi kumpulan karya tulis, 
himpunan lagu yang direkam dalam satu 
media, serta komposisi berbagai karya 
tari pilihan), dan database dilindungi 
sebagai ciptaan tersendiri tanpa 
mengurangi hak cipta atas ciptaan asli 
(UUHC pasal 12).

Internet diakui UUHC sebagai salah satu 
media pengumuman hak cipta seperƟ  
yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa 
“Pengumuman adalah pembacaan, 
penyiaran, pameran, penjualan, 
pengedaran, atau penyebaran suatu 
Ciptaan dengan menggunakan alat apa 
pun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apa pun sehingga 
suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, 
atau dilihat orang lain.” Menurut UUHC 
seƟ ap Ɵ ndakan pengumuman terhadap 
hak cipta hanya dapat dilakukan 
oleh pemegang hak cipta atau orang 

yang diberikan wewenang untuk 
mengumumkan hak cipta, UUHC Ɵ dak 
memberikan pengaturan lebih lanjut 
mengenai pengaturan perlindungan 
hak cipta di media internet. Selain itu 
pasal 25 Undang-Undang No 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik mengakui suatu informasi/ 
dokumen elektronik yang disusun 
dalam situs internet dan mengandung 
karya intelektual dilindungi sebagai Hak 
Kekayaan Intelektual. Namun ketentuan 
dalam UU ITE juga Ɵ dak menerangkan 
secara spesifi k mengenai bagaimana 
mekanisme perlindungan terhadap 
informasi/ dokumen elektronik yang 
dilindungi sebagai HKI tersebut.

Dengan demikian apakah dapat 
disimpulkan bahwa segala Ɵ ndakan 
pengumuman/ penampilan karya 
cipta dalam bentuk digital tanpa 
ijin di internet merupakan Ɵ ndakan 
pelanggaran hak cipta? Dan bagaimana 
dengan kewenangan pemegang hak 
cipta untuk melakukan kontrol terhadap 
karya cipta digitalnya yang diumumkan/ 
disebarkan di Internet?

Pengaturan hak cipta di internet 
“seharusnya” Ɵ dak dapat disamakan 
dengan perlindungan hak cipta secara 
umum karena Internet di masa sekarang 
Ɵ dak hanya sekedar sebagai suatu 
“media” namun bisa dikatakan sebagai 
suatu “dunia” di mana seseorang dapat 
menempatkan dirinya sebagai suatu 
individu yang utuh dengan segala hak 
dan kewajibannya maupun melakukan 
kegiatan sosial dan ekonomi selayaknya 
manusia di kehidupan sehari-hari. 
KarakterisƟ k yang dimiliki internet 
menjadikannya sebagai suatu ranah 
umum, keƟ ka seseorang mengakses 
internet atau “memasukkan” karyanya 
ke dalam internet otomaƟ s karya 
tersebut sudah ditempatkan ke dalam 
ranah umum yang kemudian dapat 
diakses dengan bebas dari seluruh 
dunia. 

UUHC secara implisit menerapkan 
pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa 
namun pengaturan tersebut akan sulit 
diterapkan dalam dunia internet karena 
sangat sulit untuk mengidenƟ fi kasi 
apakah suatu pengaksesan atau 
penggunaan suatu karya dalam internet 
merupakan suatu pelanggaran, hanya 
pemegang hak cipta itu sendiri yang 
sebenarnya paling mengetahui apakah 

suatu pengaksesan karya menimbulkan 
kerugian terhadap dirinya. Internet 
sebagai suatu “dunia” juga memiliki 
eƟ ka dan aturan-aturan khusus yang 
melibatkan berbagai macam pihak, 
sebagai contoh apabila kita mengakses 
suatu data di satu situs, pelanggaran 
terhadap satu data tersebut “bisa saja” 
dipertanggung-jawabkan ke banyak 
pihak, baik itu pertanggung jawaban 
dari si peng”upload” data, pemilik 
situs, pengakses data, penyedia jasa 
pembuatan situs, operator penyedia 
jasa internet, sampai ke penyedia sistem 
internet.

WIPO Internet TreaƟ es sebenarnya 
sudah mengatur dasar-dasar penƟ ng 
dalam perlindungan hak cipta di 
Internet namun sayangnya ketentuan 
dalam UUHC belum mengatur secara 
menyeluruh mengenai asas-asas 
perlindungan dalam ranah digital 
terutama di ranah internet, kealfaan 
pengaturan tersebut menyebabkan 
persoalan-persoalan hak cipta 
menjamur di Indonesia yang berdampak 
langsung pada merosotnya industri yang 
berporos pada perlindungan HKI seperƟ  
industri musik dan fi lm di Indonesia.

Menurut hemat penulis, UUHC 
maupun peraturan perlindungan hak 
cipta di indonesia sebaiknya Ɵ dak 
menempatkan Internet sebagai suatu 
media saja, namun “seƟ dak-Ɵ daknya” 
juga mengatur: ruang lingkup karya cipta 
yang dilindungi di Internet, tanggung 
jawab penyedia jasa internet atau jasa 
situs, hak dan kewajiban pihak-pihak 
dalam lingkungan internet, hak dan 
kewajiban pengumuman/ penyiaran 
karya digital (misalnya video dan musik), 
jenis-jenis pelanggaran serta mekanisme 
perlindungan dan pelaporan karya cipta 
di internet, juga pengaturan mengenai 
mekanisme-mekanisme yang lazim 
digunakan dalam pemindahan data di 
internet.

Sumber: 

1. hƩ p://www.wipo.int/portal/en/

2. hƩ p://www.emarketer.com/

3. Adhi Santoso HM, Analisa Yuridis 
Tanggung Jawab Situs File HosƟ ng 
Provider Maknyos.com terhadap 
Pelanggaran Hak Cipta yang 
dilakukan Penggunanya, Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia: 2011.
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with the exercise of their rights under 
this Treaty or the Berne ConvenƟ on 
and that restrict acts, in respect of their 
works, which are not authorized by the 
authors concerned or permiƩ ed by law.”

Article 12

“(1) ContracƟ ng ParƟ es shall provide 
adequate and eff ecƟ ve legal remedies 
against any person knowingly performing 
any of the following acts knowing, or 
with respect to civil remedies having 
reasonable grounds to know, that it will 
induce, enable, facilitate or conceal an 
infringement of any right covered by this 
Treaty or the Berne ConvenƟ on:

(i) to remove or alter any electronic 
rights management informaƟ on without 
authority;

(ii) to distribute, import for distribuƟ on, 
broadcast or communicate to the public, 
without authority, works or copies of 
works knowing that electronic rights 
management informaƟ on has been 
removed or altered without authority.

(2) As used in this ArƟ cle, “rights 
management informaƟ on” means 
informaƟ on which idenƟ fi es the work, 
the author of the work, the owner of any 
right in the work, and any numbers or 
codes that represent such informaƟ on, 
when any of these items of informaƟ on 
is aƩ ached to a copy of a work or appears 
in connecƟ on with the communicaƟ on 
of a work to the public.”

Yang terjemahannya:

Pasal 11

“Para pihak wajib memberikan 
perlindungan hukum yang memadai 
dan upaya hukum yang efekƟ f terhadap 
Ɵ ndakan mengacaukan langkah-langkah 
teknologi yang digunakan oleh pencipta 
terkait dengan pelaksanaan hak-hak 
mereka yang diatur dalam Perjanjian ini 
atau Konvensi Berne maupun Ɵ ndakan 
untuk mengahalang-halangi langkah-
langkah teknologi tersebut, terkait 
karya-karya mereka, yang Ɵ dak diizinkan 
oleh pencipta yang bersangkutan atau 
oleh hukum”

Pasal 12

“ 1 ) Para pihak (red: negara-negara 
anggota WIPO) wajib menyediakan 
bantuan hukum yang memadai dan 
efekƟ f terhadap seƟ ap orang yang secara 
sadar melakukan salah satu Ɵ ndakan 

berikut ataupun mengetahui, dan/atau 
terkait dengan upaya hukum perdata 
maupun memiliki alasan yang kuat untuk 
tahu, bahwa Ɵ ndakan tersebut akan 
mendorong, memicu, memfasilitasi atau 
menyembunyikan suatu pelanggaran 
hak cipta yang dicakup oleh Perjanjian 
ini atau Konvensi Berne :

( i ) Untuk menghapus atau mengubah 
suatu informasi manajemen hak cipta 
elektronik tanpa ijin;

( ii ) Untuk mendistribusikan, mengimpor 
untuk didistribusikan, menyiarkan 
atau berkomunikasi kepada publik, 
dengan tanpa ijin, atas suatu karya 
atau salinan karya dengan mengetahui 
bahwa informasi manajemen hak cipta 
elektronik telah dihapus atau diubah 
tanpa ijin.

(2) Sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal ini, “informasi manajemen 
hak cipta” adalah informasi yang 
mengidenƟ fi kasikan suatu karya, 
pencipta karya, pemilik hak cipta di 
dalam suatu karya, dan seƟ ap nomor 
atau kode yang mewakili informasi 
tersebut, yang mana informasi tersebut 
melekat pada salinan dari suatu karya 
tersebut atau dipaparkan sehubungan 
dengan dilakukannya komunikasi atas 
karya tersebut kepada publik.”

Menghadapi ancaman “pembajakan” 
dalam penggunaan teknologi digital, 
suatu sistem teknologi perlindungan 
hak cipta perlu dikembangkan sebagai 
upaya untuk melindungi karya cipta 
digital. Ketentuan dalam WCT tersebut 
menerangkan bahwa pemegang hak 
cipta perlu melakukan langkah-langkah 
teknologi sebagai upaya perlindungan 
hak cipta untuk menganƟ sipasi 
pelanggaran di dunia digital. Namun 
bagaimanapun juga meskipun langkah-
langkah teknologi tersebut sudah 
dilakukan, pelanggaran terhadap hak 
cipta tetap sulit dielakkan, seperƟ  
Ɵ ndakan yang dilakukan hacker yang 
mempunyai keahlian untuk “merusak” 
teknologi sistem keamanan hak cipta 
digital maupun memodifi kasi idenƟ tas 
dari suatu informasi manajemen hak 
cipta yang diperdagangkan dalam 
e-commerce.

Industri musik, misalnya, telah 
mengembangkan “copyproof” Compact 
Disc (CD), yaitu teknologi yang 
mengubah enskripsi data dalam suatu 
CD sehingga data musik yang disimpan 

hanya bisa disetel di CD-player dan 
Ɵ dak dapat dideteksi CD-Rom komputer, 
namun seiring perkembangan teknologi, 
teknologi “copyproof” CD tersebut 
sudah bisa dibobol dengan aplikasi 
komputer yang sudah beredar luas di 
internet. 

Oleh karena itu WCT mengatur agar 
negara-negara anggota juga memberikan 
perlindungan hukum kepada Ɵ ndakan 
elektronik maupun sistem manajemen 
informasi yang diupayakan oleh 
pemegang hak cipta sehingga Ɵ ndakan-
Ɵ ndakan pelanggaran terhadap upaya 
perlindungan tersebut dapat dibatasi. 
Hal ini akan meningkatkan kemampuan 
pemegang hak cipta dalam mengontrol 
karya mereka di internet, dan 
meningkatkan kepercayaan konsumen 
terhadap keakuratan informasi dan 
keamanan terhadap objek hak cipta 
yang mereka minaƟ , sehingga mereka 
dapat bertransaksi online dengan rasa 
aman. 

PENGATURAN PERLINDUNGAN 
DI INDONESIA
Pengaturan perlindungan Hak Cipta di 
Indonesia sudah diterapkan pada tahun 
1982, dimana pemerintah Indonesia 
mencabut pengaturan tentang hak 
cipta berdasarkan Auteurswet 1912 
Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan 
menetapkan Undang-undang Nomor 
6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang 
merupakan undang-undang hak cipta 
yang pertama di Indonesia. Undang-
undang tersebut kemudian diubah 
dengan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1987, Undang-undang Nomor 
12 Tahun 1997, dan pada akhirnya 
dengan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2002 (“UUHC”) yang kini berlaku. 
Perubahan undang-undang tersebut 
juga tak lepas dari peran Indonesia 
dalam pergaulan antarnegara. Pada 
tahun 1994, pemerintah meraƟ fi kasi 
pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia (World Trade OrganizaƟ on – 
WTO), yang mencakup pula Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual 
Propertyrights - TRIPs (“Persetujuan 
tentang Aspek-aspek Dagang Hak 
Kekayaan Intelektual”). RaƟ fi kasi 
tersebut diwujudkan dalam bentuk 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1994. Pada tahun 1997, pemerintah 
meraƟ fi kasi kembali Konvensi Bern 
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hutang. Bagaimana dengan di Indonesia?Di forum-
forum internasional pun HKI telah direkomendasikan 
untuk dapat dijadikan objek atas jaminan hutang.
Mengenai HKI sebagai jaminan hutang bahkan 
telah dibahas dalam United NaƟ ons Commission 
On IntenaƟ onal Trade Law (UNCITRAL) dan telah 
menghasilkan “UNCITRAL LegislaƟ ve Guide on 
Secured TransacƟ ons- Supplement on Security Rights 
in Intelectual Property.”2Lantas, apa permasalahan 
utama sehingga hal ini terus menjadi perincangan 
dan topik permasalahan namun belum juga dapat di 
implementasikan. 

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan 
utama, penulis akan menguraikan sedikit mengenai 
keterkaitan antara HKI sebagai jaminan hutang/kredit/
pinjaman. Jika bicara mengenai pinjaman terhadap 
lembaga perbankan maka tentu harus memahami 
prosedur dan aturan main di dalamnya.Sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998). Di 
dalam UU 10/1998 disebutkan bahwa, “Perbankan 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 
dan proses dalam melaksanakan kegiaan usahanya.” 
(Pasal 1 angka 1). Di dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan 
bahwa Bank adalah, ”badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam angka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

2 hƩ p://uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_
Suppl_SR _IP.pdf

Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, dalam menjalankan 
kegiatan menghimpun dana dan terutama menyalurkannya 
dalam bentuk kredit/pinjaman tentu Ɵ dak lepas dari prinsip-
prinsip kehaƟ -haƟ an agar kelembagaan bank itu sendiri tetap 
terjaga eksistensinya. Di dalam Pasal 8 ayat 1 UU 10/1998 
berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iƟ kad 
baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut 
bahwa pada inƟ nya dalam memberikan suatu kredit/
pinjaman (hutang) kepada seorang nasabah tentu 
mengandung risiko, sehingga untuk meminimalisir resiko 
tersebut maka, bank harus menerapkan prinsip kehaƟ -
haƟ an sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU 10/1998 
yang berbunyi, ”Perbankan Indonesia dalam melakukan 
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usahanya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan 
prinsip kehaƟ -haƟ an.” Prinsip 
kehaƟ -haƟ an yang harus dijalankan 
bank bertujuan agar bank selalu 
dalam keadaan sehat menjalankan 
usahanya dengan baik dan 
mematuhi ketentuan-ketentuan dan 
norma-norma hukum yang berlaku 
di dunia perbankan. Salah satu 
upaya untuk menjalankan prinsip 
ini adalah memegang teguh asas 5 
C, yaitu Character (watak), Capacity 
(kemampuan), Capital (modal 
usaha), Collateral (jaminan), dan 
CondiƟ onofEconomy (kondisi 
ekonomi).

Bicara mengenai prinsip 
kehaƟ -haƟ an seperƟ  
yang telah dijelaskan 

diatas yang dituangkan dalam asas 
5 C salah satunya adalah Collateral 
atau Jaminan. Bicara mengenai 
jaminan hutang, maka terlebih 

dahulu harus mengetahui apakah 
jaminan itu? Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia jaminan adalah 
tanggungan 
a t a s 
p i n j a m a n 
y a n g 
diterima 
a t a u 

agunan.3 Mengenai Jaminan, hal ini 
diatur dalam Kitab Undang-Undang 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Bahasa 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia.

Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 
1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 
KUH Perdata berbunyi, “segala 

kebendaan 
debitur baik 

yang ada maupun 
yang akan ada baik 

bergerak maupun yang 
Ɵ dak bergerak merupakan 

jaminan terhadap pelunasan 
hutang yang dibuatnya.”Pasal 1132 
KUH Perdata berbunyi, “harta 
kekayaan debitur menjadi jaminan 
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perlindungan dan kontrol terhadap hak-hak tersebut di dunia 
internet. Misalnya keƟ ka suatu ciptaan terduplikasi saat 
terhubung dalam internet, apakah perlindungan hukum atas 
Ɵ ap-Ɵ ap duplikasi ciptaan tersebut berlaku? Apakah publikasi/ 
pengumuman suatu ciptaan terjadi pada saat ciptaan tersebut 
tersedia di Internet dan dapat disiarkan dan/ atau dilihat 
dan didengarkan oleh siapa saja yang mengakses internet? 
Bagaimanakah perlindungan atas suatu Film atau Musik yang 
disetel dalam komputer pribadi atau alat penyetel music/ video?

Ketentuan dalam WIPO Internet TreaƟ es menerangkan 
bahwa “Producers of phonograms shall enjoy the exclusive 
right of authorizing the making available to the public of their 
phonograms, by wire or wireless means, in such a way that 
members of the public may access them from a place and at a 
Ɵ me individually chosen by them.”

“The reproduc  on right... and the excep  ons permi  ed 
thereunder, fully apply in the digital environment, in par  cular to 
the use of works in digital form.  It is understood that the storage 
of a protected work in digital form in an electronic medium 
cons  tutes a reproduc  on within the meaning of the relevant 
treaty right.”

Yang terjemahannya: 

“Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk mengatur 
ataupun mengedarkan rekaman suara mereka, baik melalui 
perangkat kabel maupun nirkabel, melalui cara-cara tertentu 
sehingga public dapat memiliki akses terhadap ciptaan tersebut 
kapanpun dan dimanapun mereka mau.”  

“Hak perbanyakan Ciptaan…. Dan pengecualian yang diijinkan 
untuknya, berlaku sepenuhnya dalam ranah digital, terutama 
dalam penggunaan Ciptaan tersebut dalam bentuk digital. Perlu 
dipahami bahwa penggunaan media penyimpaan elektronik 
untuk menyimpan karya dalam bentuk digital tersebut merupakan 
Ɵ ndakan perbanyakan dalam ruang lingkup pengerƟ an menurut 
perjanjian hak cipta terkait”  

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan apabila seseorang 
mengakses program-program komputer, menonton fi lm, 
mendengarkan music, atau menikmaƟ  suatu karya dengan cara-
cara lain melalui Internet, walaupun masih diperdebatkan, bukan 
berarƟ  Ɵ ndakan tersebut mutlak suatu pelanggaran sehingga 
perlu diberikan pengaturan mengenai bagaimana pengecualian 
maupun prosedur dalam “mengontrol” Ɵ ndakan terhadap 

hak cipta yang “tersedia” di internet tersebut, namun apabila 
seseorang memindahkan karya-karya di internet ke dalam media 
penyimpanan elektronik  miliknya, maka orang tersebut telah 
melakukan suatu Ɵ ndakan perbanyakan ciptaan dan apabila 
orang tersebut berƟ ndak demikian tanpa hak yang diberikan 
oleh pemilik hak cipta maka ia telah melakukan pelanggaran 
“pembajakan” karya cipta dan dapat dihukum sesuai dengan 
ketentuan perlindungan hak cipta yang berlaku.

Penerapan dan Pengaturan Manajemen Perlindungan Hak Cipta

Isu dalam penerapan dan pengaturan hukum sudah menjadi 
permasalahan yang sangat umum, namun isu tersebut 
memasuki babak baru keƟ ka penerapan dan pengaturan 
perlindungan hukum tersebut  diterapkan untuk melindungi 
karya seni dalam ranah digital. SeperƟ  yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa keberadaan Internet telah menciptakan 
perubahan yang substansial terhadap perilaku masyarakat 
maupun perkembangan ekonomi. Oleh karena itu penerapan 
perlindungan hukum harus menjadi prioritas, pemegang hak 
cipta harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya 
pelanggaran dan memiliki kemampuan untuk menanggulangi 
beredarnya karya yang ilegal tersebut dalam tempo yang singkat. 
Dengan demikian kontribusi e-commerce  akan meningkat 
seiring dengan semakin berkembangnya sistem proteksi online, 
sehingga konsumen akan semakin percaya diri untuk melakukan 
transaksi. 

WIPO Internet TreaƟ es memberikan fondasi terhadap peranan 
suatu sistem perlindungan berbasis teknologi yang terintegrasi 
dengan sistem internet dan lisensi online. WIPO Internet TreaƟ es 
menganjurkan negara-negara anggota untuk menyediakan satu 
atau beberapa sistem teknologi yang memberikan perlindungan 
terhadap hak cipta dan hak terkait dengan tujuan agar internet 
dapat menjadi tempat yang aman untuk penyebaran karya 
maupun pemberian lisensi.

Sebagai contoh ArƟ cle 11 dan ArƟ cle 12 WCT, WIPO Internet 
TreaƟ es menganjurkan bahwa:

Article 11

“ContracƟ ng ParƟ es shall provide adequate legal protecƟ on and 
eff ecƟ ve legal remedies against the circumvenƟ on of eff ecƟ ve 
technological measures that are used by authors in connecƟ on 
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lintas perdagangan yang menjadi faktor 
krusial dalam perkembangan ekonomi.

Namun di sisi lain Internet juga 
menciptakan ekosistem eksploitasi 
ciptaan yang dilindungi sebagai objek 
dagang secara besar-besaran.  Dalam 
industri musik misalnya, maraknya situs-
situs internet yang menyediakan jasa 
penyimpanan dan pemindahan data 
seperƟ  4shared.com dan semacamnya 
menciptakan ekosistem eksploitasi 
terhadap karya musik tanpa otorisasi 
dari pemilik hak atas musik tersebut.  
Eksploitasi tersebut diperburuk dengan 
semakin maraknya peredaran alat 
pengganda CD dan alat pemutar musik 
“Mp3 Player” yang dapat memutar 
format musik yang sudah “dibajak” 
tersebut. 

Tantangan terhadap pembajakan 
hak cipta tersebut dihadapi 
industri pemegang hak cipta di saat 
pengembangan industri e-commerce 
sedang berada dalam level yang 
Ɵ nggi dalam kontribusi perdagangan 
dunia. Berdasarkan analisa staƟ sƟ s 
perkembangan e-commerce di asia yang 
dirilis Emarketer.com, website peneliƟ  
staƟ sƟ k perdagangan e-commerce: 
pasar e-commerce B2C (Buyer to 
Consumer) di China mempunyai 
jumlah pengeluaran dua kali lipat lebih 
besar dibanding Jepang diperkirakan 
para pembeli online di China akan 
menghabiskan USD 274,5 miliar di 
tahun 2014, dibandingkan para pembeli 
di Jepang yang diperkirakan akan 
menghabiskan USD 127 miliar; fakta 
menarik lainnya adalah orang-orang 
di Asia-Pasifi k cenderung berbelanja 
online melalui perangkat mobile – 
lebih Ɵ nggi daripada rata-rata global. 
Indonesia sendiri berada di peringkat ke 
5, dibawah China, Jepang, korea selatan 
dan india, dengan pengeluaran transaksi 
e-commerce sebesar 1.79 miliar dolar 
pada tahun 2013 dan diprediksi akan 
meningkat hingga 2.6 miliar dolar pada 
2014. Signifi kansi tersebut menambah 
beban bagi Industri pemegang hak cipta 
dan urgensi terhadap keberadaan solusi 
teknis dan legislaƟ f untuk melindungi 
objek dagang ber-hak cipta dari 
pembajakan digital.

Oleh karena itu perlu adanya 
penyesuaian sistem hukum secara efekƟ f, 
cepat, berkesinambungan, dan dapat 
beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi dan akƟ vitas perdagangan 
yang semakin pesat. Dengan demikian 

hak-hak seorang terhadap karyanya 
tetap dapat terlindungi seperƟ : insenƟ f 
yang seharusnya diperoleh pencipta 
keƟ ka kreasi mereka diproduksi 
dan disebarluaskan, pengakuan 
terhadap kontribusi si pencipta atas 
penggunaan karyanya, kemampuan 
pencipta untuk melakukan kontrol dan 
pengendalian terhadap eksploitasi 
karya-karya mereka yang disebarluaskan 
sehingga memungkinkan mereka 
untuk mendapatkan keuntungan dari 
karya mereka tersebut, khususnya 
penghargaan terhadap karya-karya 
di bidang pendidikan, peneliƟ an dan 
informasi-informasi publik sehingga 
pada akhirnya dapat memacu 
perkembangan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, dan ekonomi.

PENGATURAN PERLINDUNGAN 
HAK CIPTA DI INTERNET
Isu-isu dalam perlindungan hak cipta 
dalam sejarahnya telah melalui berbagai 
pembahasan baik melalui pertemuan-
pertemuan Organisasi Internasional, 
maupun pembahasan di Ɵ ngkat 
nasional dan regional. Pada tahun 1996 
World Intellectual Property Organiza  on 
(WIPO) berhasil menetapkan dua 
perjanjian yang menjadi fondasi penƟ ng 
terhadap perlindungan hak cipta di 
internet dan sukses diadopsi oleh lebih 
dari 100 Negara anggota WIPO, yang 
pertama adalah WIPO Copyright Treaty 
(WCT) dan kedua, WIPO Performances 
and Phonograms Treaty (atau keduanya 
dikenal juga sebagai WIPO Internet 
TreaƟ es).

WIPO Internet TreaƟ es menjawab 
tantangan terhadap permasalahan-
permasalahan dalam perkembangan 
teknologi digital termasuk pengaturan 
perlindungan penyebaran hak cipta 

melalui jaringan internet. Isi dari WIPO 
Internet TreaƟ es dibagi menjadi Ɵ ga 
bagian: 1. Penyesuaian antara ketentuan 
dalam The Agreement on Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) dengan ketentuan WIPO (antara 
lain, perlindungan program komputer 
dan originalitas basis data sebagai suatu 
karya seni yang dilindungi di bawah 
hukum hak cipta); 2. Aturan-aturan 
umum yang telah disesuaikan dengan 
isu-isu terkini di ranah internet (seperƟ  
Hak seseorang untuk berkomunikasi 
di ranah publik internet); dan 3. 
Kententuan-ketentuan khusus yang 
membahas dampak dari teknologi 
Internet.

WIPO Internet TreaƟ es juga menetapkan 
prinsip-prinsip penƟ ng dalam 
Perlindungan Hak Cipta di Internet 
antara lain mengenai:

1. Ruang lingkup Hak Cipta yang 
dilindungi menurut Internet TreaƟ es

2. Penerapan dan Manajemen 
Perlindungan Hak Cipta

RUANG LINGKUP HAK CIPTA 
DALAM RANAH INTERNET
Ruang lingkup dari suatu Hak 
merupakan isu yang penƟ ng dalam 
menentukan bagaimana suatu Hak 
dapat dilindungi secara Hukum. Masing-
masing pemegang Hak Cipta dan/ atau 
Hak terkait memiliki kewenangan yang 
berbeda atas suatu ciptaan, ciptaan 
berupa Film dapat terdiri dari beberapa 
hak cipta yang dikuasai oleh lebih dari 
satu kelompok, misalnya kewenangan 
yang dimiliki oleh produser fi lm berbeda 
dengan kewenangan yang dimilki 
perusahaan penyiar fi lm. Perkembangan 
dari teknologi Internet menimbulkan 
pertanyaan bagaimana mengaplikasi 

29

Jurnal Edisi APRIL 2014

secara bersama-sama bagi semua 
kreditur yang memberikan hutang 
kepadanya.” Pada inƟ nya jaminan 
adalah sesuatu yang digunakan oleh 

seseorang yang melakukan pinjaman 
atau hutang, untuk meyakinkan 
orang yang memberi hutang bahwa 
hutang tersebut akan dilunasi. 

Lantas, bagaimana dengan Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HKI)? Apakah 
HKI ini dapat dijadikan jaminan atas 
suatu pinjaman atau hutang?

Berbicara mengenai jaminan, tentu 
harus kembali kepada pengerƟ an 
jaminan berdasarkan hukum 
kebendaan dimana jaminan dibagi 
menjadi 2, yaitu jaminan yang 
bersifat umum dan jaminan yang 
bersifat khusus. Jaminan yang 
bersifat umum diatur dalam Pasal 

1131 KUH Perdata sebagaimana 
telah disebutkan diatas. Sedangkan 
jaminan yang bersifat khusus adalah 
jaminan yang diberikan dengan 
penunjukan atau penyerahan 
atas suatu benda/barang tertentu 
secara khusus sebagai jaminan 
untuk melunasi hutang/kewajiban 
si peminjam (debitur), baik secara 
kebendaan maupun perorangan, 
yang hanya berlaku bagi kreditur 
tertentu saja.4Selain bersifat umum 
dan khusus, jaminan juga memiliki 
sifat kebendaan dan perorangan. 
Jaminan yang bersifat kebendaan 
adalah jaminan yang berupa hak 
mutlak atas suatu benda sedangkan 
jaminan yang bersifat perorangan 
adalah jaminan yag diberikan oleh 
pihak keƟ ga secara perorangan 
(borgtoh atau personal guarantee) 
atau jaminan perusahaan dimana 
yang memberikan jaminannya 
adalah suatu badan usaha yang 
berbadan hukum.

Contoh jaminan yang bersifat 
kebendaan adalah Gadai, HipoƟ k, 
Hak Tanggungan dan Fidusia.

a. Gadai

 Pasal 1150 KUH Perdata 
menjelaskan mengenai gadai, 
yaitu yang berbunyi, ”Suatu 
hak yang diperoleh seorang 
berpiutang atas suatu barang 
bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seorang yang 
berutang atau oleh seorang 
lain atas namanya, dan yang 
memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut 
secara didahulukan daripada 
orang-orang berpiutang lainnya, 
dengan kekecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan 
untuk menyelamatkannya setelah 
barang itu digadaikan, biaya-
biaya mana harus didahulukan.” 

b. HipoƟ k

 HipoƟ k adalah sebuah hak 
kebendaan atas benda-benda 
Ɵ dak bergerak yang dimaksud 
untuk memberikan orang yang 
berhak (pemegang hipoƟ k) 
sesuatu nikmat dari suatu 
benda, tetapi pemilik tersebut 
bermaksud memberikan jaminan 
belaka bagi pelunasan sebuah 
hutang dengan lebih didahulukan 
pelunasannya. Pasal 1162 KUH 
Perdata menjelaskan mengenai 
hipoƟ k, yaitu, “HipoƟ k adalah 
suatu hak kebendaan atas 
benda-benda tak bergerak, 
untuk mengambil pengganƟ an 
daripadanya bagi pelunasan 
suatu perikatan.”
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c. Hak Tanggungan

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah 
(UUHT) mengatur segala sesuatu 
tentang Hak Tanggungan. Pasal 
1 angka 1 UUHT berbunyi, “Hak 
Tanggungan atas tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah, yang selanjutnya 
disebut Hak Tanggungan, adalah 
hak jaminan yang dibebakan 
pada hak atas tanah sebagaimana 
dmaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, berikut atau Ɵ dak 
berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain.”

d. Fidusia

 Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia mengatur mengenai 
segala sesuatu jaminan fi dusia.
Fidusia adalah pengalihan hak 
kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang 
hak kepemilikannya dialihkan 
tersebut tetap dalam penguasaan 
pemilik benda (Pasal 1 angka 
1). Sedangkan Jaminan Fidusia 
adalah hak jaminan atas benda 
bergerak baik yang berwujud 
maupun yang Ɵ dak berwujud 
dan benda Ɵ dak bergerak 
khususnya bangunan yang Ɵ dak 
dapat dibebani hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang tetap berada 
dalam penguasaan Pemberi 
Fidusia, sebagai agunan bagi 
pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima 
Fidusia terhadap kreditor lainya 
(Pasal 1 angka 2).

Pertanyaan permasalahan pertama, 
apakah HKI dapat dijadikan jaminan 
hutang? Jika diatas dijelaskan jaminan 
kebendaan, maka tentu Ɵ dak lepas 
dari apakah pengerƟ an “benda”.
Pasal 499 KUH Perdata menyatakan 
bahwa, “Menurut Undang-undang, 
benda (zaken) adalah Ɵ ap barang 
(goederen) dan Ɵ ap hak (rechten) 
yang dapat menjadi obyek dari hak 
milik.”HKI jka digolongkan dalam 
bentuk kebendaan merupakan 
golongan benda bergerak Ɵ dak 
berwujud (intangible asset).Jika HKI 
digolongkan dalam benda bergerak 
Ɵ dak berwujud, maka seharusnya 
HKI dapat dijadikan objek jaminan 
fi dusia, karena seperƟ  telah 
dijelaskan diatas bahwa jaminan 
fi dusia adalah hak jaminan atas 
benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang Ɵ dak berwujud.

Jika pertanyaan pertama telah 
terjawab bahwa jika HKI dapat 
dijadikan jaminan hutang, maka 
pertanyaan lanjutan adalah 
bagaimana pengaturannya?

Jika telah disepakaƟ  bahwa HKI dapat 
dijadikan obyek jaminan fi dusia, 
maka tentu harus tunduk pada 
Undang-Undang Fidusia. Salah satu 
hal pokok yang harus  ada jika HKI 
akan dijadikan obyek jaminan fi dusia 
yaitu nilai benda yang menjadi objek 
jaminan fi dusia. Saat ini belum ada 
lembaga yang melakukan penilaian 
terhadap HKI pun belum ada 
pengaturan mengenai hal ini. Oleh 
karenanya, jika HKI ingin dijadikan 

obyek jaminan fi dusia, maka hal 
utama yang harus dilakukan adalah 
membuat pengaturan mengenai  
lembaga penilai HKI itu sendiri. 
Lantas bagaimana pengaturan itu 
dibuat? Apakah disatukan dalam 
Undang-Undang Fidusia atau diatur 
masing-masing dalam pengaturan 
masing-masing HKI, misal di dalam 
Undang-Undang Hak Cipta, Undang-
Undang Hak Merek, Undang-Undang 
Hak Paten, dsb, atau dibuat satu 
undang-undang tersendiri mengenai 
hal ini. jika dilihat dari efi siensi 
pembuatan undang-undang, maka 
menurut penulis, jika dibuatkan 
di dalam satu undang-undang 
tersendiri yang mengatur mengenai 
mekanisme dan prosedur HKI 
sebagai jaminan Hutang, sehingga 
Ɵ dak perlu mengubah undang-
undang yang sudah ada, namun 
dapat merujuk kepada pengaturan 
atau undang-undang yang sudah 
ada.

D. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan singkat 
ini adalah perlunya kajian lebih lanjut 
mengenai bagaimana mekanisme 
atau prosedur jika HKI akan 
dijadikan jaminan hutang melalui 
kelembagaan Fidusia. Utamanya 
adalah mengenai penilaian atas 
nilai HKI itu sendiri, dikarenakan jika 
ingin menjaminkan sesuatu kepada 
lembaga penjamin, seperƟ  bank atau 
pegadaian misalnya, maka jumlah 
pinjaman yang diberikan tentu 
Ɵ dak 100% dari harga objek yang 
dijaminkan, namun bisa 70-80% dari 
objek yang dijaminkan, sehingga jika 
objek yang akan dijadikan jaminan 
Ɵ dak dapat dinilai atau dihitung 
nilainya maka akan sulit menentukan 
jumlah yang dapat dipinjamkan atau 
dihutangkan.
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Pendahuluan
Perkembangan teknologi digital telah 
berjalan sedemikian rupa yang awalnya 
hanya berfungsi sebagai alat komunikasi 
menjadi salah satu faktor penƟ ng dalam 
kemajuan ekonomi dan pembangunan 
Negara dari satu fase ke fase berikutnya.

Namun dampak posiƟ f tersebut Ɵ dak 
selalu berlangsung demikian, di sisi 
lain Ɵ mbul ancaman-ancaman yang 
dapat mengakibatkan menjamurnya 
pelanggaran hukum. Salah satu 
fenomena perkembangan teknologi 
digital yang sangat rawan terhadap 
kejahatan dan pelanggaran hukum 
adalah teknologi Internet. Internet 
telah menimbulkan masalah baru di 
bidang hukum, terutama masalah Hak 
Kekayaan Intelektual. Internet memiliki 
beberapa karakterisƟ k yang membuat 
masalah-masalah Hak Kekayaan 
Intelektual tumbuh dengan subur. Salah 
satu masalah yang Ɵ mbul adalah yang 
berkaitan dengan perlindungan hak 
cipta.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak 
terkait melipuƟ  perlindungan terhadap 
segala kreasi yang diciptakan oleh 
manusia. Segala bentuk kreasi maupun 
kreaƟ vitas dalam ranah elektronik yang 
memiliki nilai ekonomis juga merupakan 
subjek dalam perlindungan hak cipta. 

SeperƟ  diputuskan dalam Konvensi 
Berne yang merupakan konvensi hak 
cipta Internasional Ɵ ngkat Ɵ nggi, bahwa 
perlindungan hak cipta mencakup 
semua bentuk “karya sastra dan seni.” 
PengerƟ an tersebut melipuƟ  berbagai 
bentuk kreaƟ vitas dan kreasi, seperƟ  
tulisan baik fi ksi maupun non-fi ksi, 
program-program komputer; basis data 
tertentu yang bersifat asli (orisinal) 
karena pemilihan dan pengaturan 
isinya, karya musik, karya audio visual, 
karya seni rupa termasuk gambar dan 
lukisan, dan karya fotografi . Selain itu 
perlindungan juga diberikan terhadap 
hak cipta hasil kreaƟ vitas seseorang 
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yang memberikan nilai tambah terhadap 
ciptaan asli (orisinal), berupa karya 
sastra dan seni yang dipertunjukkan 
kepada publik, misalnya: seniman 
dalam pertunjukan seperƟ  aktor, 
penari, penyanyi dan pemusik, produser 
rekaman suara termasuk rekaman CD 
yang dihasilkan, dan Hak siar dari suatu 
pertunjukan.   

Teknologi digital memungkinkan proses 
“digitalisasi” suatu karya yang dilindungi 
tersebut dari bentuk asli menjadi 
bentuk data elektronik, yang dapat 
disimpan ke dalam Internet, untuk 
disebarluaskan kembali, diperbanyak 
dan kemudian dapat disimpan dalam 
bentuk orisinalnya. Metode pengiriman 
teks, suara, gambar maupun aplikasi 
komputer melalui Internet merupakan 
hal yang lumrah bagi pengguna internet, 
namun permasalahan Ɵ mbul keƟ ka 
perlindungan hukum terhadap karya 
audio visual seperƟ  karya fi lm dan karya-
karya seni terkendala akibat semakin 
mudahnya penyebarluasan data 
elektronik atas karya-karya tersebut di 
Internet. 

SeƟ ap karya yang dilindungi Hak Cipta-
nya memiliki nilai ekonomis yang dapat 
menjadi subjek untuk diperjualbelikan 
dalam perdagangan elektronik di 
Internet (e-commerce). Ditunjang 
dengan kapabilitas dan karakterisƟ k 

dari Internet, e-commerce memberikan 
pengaruh yang luar biasa terhadap 
perkembangan sistem hak cipta dan 
hak kekayaan intelektual lainnya, dan 
sebaliknya perkembangan sistem hak 
cipta mempengaruhi perkembangan 
lalu-lintas perdagangan e-commerce. 
Pada satu sisi Internet sering disebut 
sebagai “media pembajakan terbesar 
di dunia” di sisi lain perkembangan 
teknologi internet dapat menjadi 
pendukung utama dalam perdagangan 
dan pembangunan ekonomi. Teknologi 
Internet memungkinkan produsen 
melakukan perbanyakan suatu karya 
yang dapat menjadi objek perdagangan, 
seperƟ  program komputer, kesenian, 
musik, buku, dan fi lm, secara instan 
dan dengan kualitas seperƟ  aslinya 
tanpa perlu biaya produksi yang Ɵ nggi, 
kemudian objek dagang tersebut dapat 
diperdagangkan ke seluruh penjuru 
dunia dalam waktu singkat. Internet 
menjadikan e-commerce sebagai media 
perdagangan lintas batas dan dalam 
perkembanganya menciptakan tren 
ekosistem perdagangan yang mudah 
dengan akses yang luas, kemudahan-
kemudahan transaksi tersebut menjadi 
faktor daya tarik bagi konsumen untuk 
melakukan transaksi perdagangan 
sehingga pada akhirnya ekosistem 
e-commerce yang kondusif dapat 
menjadi ujung tombak peningkatan lalu 
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